
Akibat Bila Informasi Dibuka Manfaat Bila Informasi Ditutup

1 2 3 5

Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008

Peraturan Komisi Informasi 

Nomor 1 Tahun 2021

Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 

Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008

3 Proses pemeriksaan notaris oleh 

MPD/MPW

Permenkumham Nonor 16 

Tahun 2021

Pelanggaran Privasi dan Etika serta 

Potensi Misinformasi atau Trial by 

Public

Melindungi privasi, menjaga 

objektivitas pemeriksaan, mencegah 

stigma negatif, serta memastikan 

10 tahun

Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008

Peraturan Komisi Informasi 

Nomor 1 Tahun 2021

5 Data penyelidikan atau penyidikan 

yang masih berjalan

Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008

Mengganggu Proses 

Penyelidikan/Penyidikan
Menjaga kerahasiaan dan keamanan 

proses hukum
7 Data pribadi pengguna layanan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2009

Melanggar privasi dan potensi 

kehilangan kepercayaan publik
Keamanan data terjaga dan 

membangun sistem pelayanan yang 

lebih terpercaya
8 Data pribadi pegawai Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2010

Melanggar privasi Menjaga penyalahgunaan data dari 

pihak yang tidak bertanggung jawab

10 tahun

9 Rekam medis pegawai Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2011

Melanggar privasi Menjaga penyalahgunaan data dari 

pihak yang tidak bertanggung jawab

10 tahun

10 Dokumen internal yang berisi 

analisis risiko keamanan kantor

Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2012

Ancaman terhadap keamanan kantor Mencegah potensi ancaman 

keamaan

30 tahun

Kebijakan strategis yang belum 

disahkan

1

Produk hukum notaris2

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi

Konsekuensi/Pertimbangan

4

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No Nama Informasi
Jangka Waktu 

Pengecualian

Identitas pelapor tindak pidana atau 

pengaduan internal

4

5 tahun

10 tahun

10 tahun

5 tahun

Menimbulkan Kesalahpahaman 

Publik

Pelanggaran kode etik notaris

Pelapor dapat mengalami ancaman, 

intimidasi, atau bahkan tindakan 

kekerasan dari pihak yang merasa 

dirugikan oleh laporan tersebut

Mencegah kesalahpahaman publik 

sehingga proses penyusunan 

kebijakan berjalan efektif 

Menjaga privasi, mencegah 

penyalahgunaan, serta memastikan 

keamanan dokumen yang memiliki 

kekuatan hukum penting

Menjaga kerahasiaan identitas 

pelapor, sistem pengaduan dapat 

berjalan lebih efektif, transparan, dan 

memberikan keadilan bagi semua 


